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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Suni bin Darkim, tempat tanggal lahir Jawa Barat, 01 Juli 1966,
agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelah,
Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai
Pemohon .

Aminah binti Kartun, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 01 Juli 1963, agama
Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelah, kecamatan
Kota Mukomuko, kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il
disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mukomuko pada tanggal 10 September 2021 dengan register perkara

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa, pemohon | AHMAD SUNI BIN DARKIM telah menikah dengan
pemohon |l yang bernama AMINAH BINTI KARTUN pada hari Jum’at 20
Oktober 1985 di Masjid Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong Kabupaten
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Tanjung Karang Provinsi Lampung Selatan menurut syariat agama islam
dengan wali Nikah Ayah Kandung pemohon Il Kartun dengan mas kawin
Berupa Uang Sebesar Rp 1.500 disaksikan oleh dua orang saksi masing-
masing bernama Narso (Alm) dan Adgani (Alm) adapun perkawinan
pemohon | dengan pemophon Il tersebut dengan status Jejaka dan
Perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah pemohon | (AHMAD SUNI BIN
DARKIM) dengan pemohon Il (AMINAH BINTI KARTUN) yang tinggal
bersama di desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko kabupaten
Mukomuko belum pernah mempunyai kutipan Akta Nikah seperti yang
berlaku saat ini;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon | (AHMAD SUNI BIN
DARKIM) dengan pemohonn Il (AMINAH BINTI KARTUN) telah di karuniai
5 (Lima) Orang Anak yang bernama

» Supriyanto, Laki-Laki, Lahir Tanggal, 10 Mei 1985 ( Pecah KK))

» Triyani, Perempuan, Lahir Tanggal, 11 November 1988 ( Pecah
KK)

» Sutrisno, Laki-Laki, Lahir Tanggal, 21 September 1990

» Suniah, Perempuan, Lahir Tanggal, 05 November 1992

» Aris Setiawan, Laki-Laki, Lahir Tanggal, 26 Februari 2002

4. Bahwa antara pemohon | (AHMAD SUNI BIN DARKIM) dengan pemohonn
Il (AMINAH BINTI KARTUN) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan
nasab, darah, maupun karena hubungan persusuan;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara pemohon | (AHMAD SUNI BIN
DARKIM) dengan pemohon Il (AMINAH BINTI KARTUN) tidak pernah
mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian,
serta memohon | dan pemohon Il tidak pernah pindah agama;

6. Bahwa, tujuan pemohon | dan Il mengajukan permohonan ini adalah untuk
menjamin kepastian hukum pernikahan pemohon | dengan pemohon Il agar
pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan pemohon |
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(AHMAD SUNI BIN DARKIM) dengan pemohon Il (AMINAH BINTI
KARTUN) dari pengadilan agama mukomuko
7. Bahwa, pemohon | dan Pemohon Il bersedia membayar biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, pemohon |
dan pemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon | dan pemohon II;

2. Menetapkan sahnya pernikahan pemohon | (AHMAD SUNI BIN DARKIM)
dengan pemohon Il (AMINAH BINTI KARTUN) yang telah dilaksanakan
menurut syariat Agama Islam pada tanggal, 20 Oktober 1985 Di Desa Kubu
Batu Kecamatan Kedondong Kabupaten Tanjung Karang Provinsi Lampung
Selatan.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undagngan yang berlaku;

Subsider :
Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (EX Aquo et Bono);

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 September 2021
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan
ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

— Asli Surat Keterangan Belum Tercatat, Nomor
422/Kua.07.05.01/PW.01/09/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko pada
tanggal 29 September 2021, yang di nazegelen di kantor pos, telah
diperiksa oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P.1;

— Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1706022303081710, yang dikeluarkan oleh
PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mukomuko tanggal 06 Mei 2021, yang di nazegelen di kantor pos, telah
diperiksa oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rosihin bin Ranadi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko,
Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | telah menikah dengan seorang
perempuan bernama Aminah binti Kartun;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 20
Oktober 1985;

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il menikah di Desa Kubu Batu,
Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah Ayah
kandung Pemohon Il bernama Kartun;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon pada waktu

itu berupa uang sebesar Rp 1.500,- dibayar tunai;
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- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah
Narso dan Adgani;

- Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;

- Bahwa sejak tahun 2002 Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasar
Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko;

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, dan sampai
sekarang masih rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama
Supriyanto, Triyani, Sutrisno, Suniah dan Aris Setiawan;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan
pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus keperluan administrasi
lainnya dan untuk menjamin kepastian hukum;

2. Sarim bin Sanuki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko,
Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon | dan
Pemohon I, saksi hanya bertetangga dengan Para Pemohon saat di
Lampung dan Di Pasar Sebelah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikah
pada bulan Oktober tahun 1985;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung
Pemohon Il bernama Kartun;

- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab

kabul adalah Narso dan Adgani;
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- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang;

- Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon Il
berstatus Perawan ;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Ii;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota
Mukomuko sejak sebelum saksi pindah ke Mukomuko tahun 2005;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il lima
orang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin
kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hamun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini
dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
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melangsungkan pernikahan di Desa Kubu Batu, Kecamatan Kedondong,
Kabupaten Lampung Selatan, pada tangga 20 Oktober 1985, dengan wali nikah
Ayah Kandung Pemohon Il bernama Kartun, dengan maskawin berupa uang
sebesar Rp 1.500,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama
Nasro dan Adgani, namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku
Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,
sementara Pemohon | dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti
pernikahan sah untuk menjamin kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai
dengan bukti P.2 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal
165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna
dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan
dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa
Asli surat keterangan belum tercatat pernikahan para Pemohon yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau Kepala Kantor Urusan Agama
sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus
dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon belum pernah memiliki kutipan akta
nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama
Para Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang
tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara
administratif kependudukan terbukti Para Pemohon berada dalam wilayah
Kabupaten Mukomuko sehingga berada dalam wilayah kewenangan
Pengadilan Agama Mukomuko dan menerangkan tentang identitas Para

Pemohon;
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Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu Rosihin bin Ranadi dan Sarim bin Sanuki yang telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan
mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan
dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk
diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai
kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah
untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para
saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada
tanggal 20 Oktober 1985 di Desa Kubu Batu, Kecamatan Kedondong,
Lampung Selatan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon Il bernama
Kartun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,- (seribu lima
ratus rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama
Nasro dan Adgani;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus Perawan dan keduanya sudah dewasa (baligh);

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon lI;

5. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan telah
dikaruniai 5 orang anak yang bernama Supriyanto, Triyani, Sutrisno, Suniah,
dan Aris Setiawan;

6. Bahwa Para Pemohon sejak tahun 2002 telah bertempat tinggal di Desa
Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

7. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kepastian
hukum pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus keperluan

kelengkapan administrasi lainnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1976 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,
menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon
beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus
memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada
melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1
dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang
dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali
nikah yang sah (vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua
orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab
kabul maka dari Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin
3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak
mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak
ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8
sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang
Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976
tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan
Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar
larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama, tidak ada pihak yang
menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan
antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan
secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas

beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat
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ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya
pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar’i, yaitu hadits Nabi
Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam
Kitab Al-Kabiir dari lbnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim
sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya “Apa yang dipandang
baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang
dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan
sebagai perkara yang buruk”;

- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak
pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa
ikatan perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il sampai saat ini
masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab
Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 93 yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:
geitg Ll Ao luly S %y o alila L g il g 93U D g ADU e
Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri

seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya
perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah
diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf ¢ dan Pasal 36
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada
pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk
mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan,
termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal
ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut
untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi

Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan
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Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1985 di Desa Kubu
Batu, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para
Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai
ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang
Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1)
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk
mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Ahmad Suni bin Darkim)
dengan Pemohon Il (Aminah binti Kartun) yang dilaksanakan pada tanggal
20 Oktober 1985 di Desa Kubu Batu, Kecamatan Kedondong, Lampung
Selatan;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia,

S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.l.,M.H. dan

Lailatul Marhumah, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Fauzi, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para

Pemohon.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Iman Herlambang Syafruddin, S.H.l.,M.H. Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I
Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- PNBP ‘Rp 60.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 150.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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